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Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5268) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk
Mendukung Kemudahan Berusaha (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor ..., Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.03/2021
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak
Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG
PEMBERIAN IMBALAN BUNGA KEPADA
................................ (8)

PERTAMA - Memberikan imbalan bunga kepada:
Nama Wajib Pajak | SR R 9)
Alamat R (10)
NPWP P I———— (11)
NOP P . (12)
Alamat Objek Pajak © ..coiiiiiiiiiiiic e (13)
Jenis Pajak | s A R (14)

A
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Masa/Tahun*)Pajak : .....ccooiiiiiiiiiiiiiiiiieeeceae, (15)
Sejumlah 1 (16)
Terbilang B S5 S A S BN (17)

KEDUA : Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam diktum
PERTAMA diberikan berkenaan dengan ................. (18)
Masa/Tahun*) Pajak ............ (19) sesuai Pasal ..o (20)
Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan,

terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini

dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT g Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini

disampaikan kepada:

............................ (21)
Ditetapkan di ......cocceevvviniinnennen. (22)
pada BNgeal i (23)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK...... (24),
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PETUNJUK PENGISIAN

SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA (SKPIB)

Nomor (1)

Nomor (2) dan (3)

Nomor (4)

Nomor (5)

Nomor (6)

Nomor (7), (8), dan (9)

Nomor (10)
Nomor (11)
Nomor (12)
Nomor (13)

Nomor (14)

Nomor (15)
Nomor (16)

Nomor (17)

Nomor (18)

Nomor (19)
Nomor (20)

Diisi dengan nomor surat keputusan.

Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib
Pajak.

Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib
Pajak.

Diisi dengan Pasal yang sesuai, yaitu Pasal 11
ayat (3), Pasal 17B ayat (3), Pasal 17B ayat (4),
Pasal 27B ayat (1), atau Pasal 27B ayat (3)
Undang-Undang KUP.

Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Diisi dengan NPWP.

Diisi dengan Nomor Objek Pajak (diisi dalam hal
pemberian imbalan bunga PBB).

Diisi dengan alamat Objek Pajak (diisi dalam hal
pemberian imbalan bunga PBB).

Diisi dengan jenis pajak yang diberikan imbalan
bunga.

Diisi dengan Masa Pajak/Tahun Pajak.

Diisi dengan jumlah Rupiah imbalan bunga yang
diberikan.

Diisi dengan jumlah terbilang imbalan bunga
yang diberikan.

Diisi dengan alasan penerbitan SKPIB
sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3),
Pasal 17B ayat (3), Pasal 17B ayat (4), Pasal 27B
ayat (1), atau Pasal 27B ayat (3) Undang-Undang
KUP.

Diisi dengan Masa Pajak/Tahun Pajak.

Diisi dengan Pasal Undang-Undang KUP yang

mendasari alasan pada Nomor (18).
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Nomor (21)
Nomor (22)

Nomor (23)

Nomor (24)

Nomor (25)

Keterangan:

- 229 -

Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Diisi dengan nama kota tempat diterbitkan surat

keputusan.

Diisi dengan tanggal surat keputusan
diterbitkan.

Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan
surat keputusan.

Diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala
KPP.

Diisi salah satu yang sesuai.

Surat keputusan tersebut dibuat/dicetak dalam 2 (dua) rangkap, yang

peruntukannya sebagai berikut:

- untuk Wajib Pajak yang bersangkutan; dan

- untuk arsip KPP.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum
u.b.
Pit. Kepala Bagian

NIP

r ; - a 3
LR Py

ay,

ementerian

1,
g
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LAMPIRAN XXI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 /PMK.03/2021

TENTANG

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN,
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH, SERTA KETENTUAN UMUM DAN TATA
CARA PERPAJAKAN

CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN SKPIB TIDAK DITERBITKAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP .......... (1)
............................................................. (2)
Nomor N 3 (4)
Sifat : Segera
Hal : Pemberitahuan SKPIB Tidak Diterbitkan
i 4 T (5)
iy ) 240 T2 S R —. (6)
................................... (7)

Sehubungan dengan surat permohonan pemberian imbalan bunga nomor
............ (8) tanggal ............(9), atas jenis pajak ............(10) Masa Pajak/Tahun
Pajak®l ..cawis (11) sebesar . (12), dengan ini diberitahukan bahwa atas
permohonan Saudara tersebut tidak diterbitkan SKPIB karena berdasarkan hasil
penelitian kami Saudara tidak memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor .../PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan, dengan uraian sebagai berikut:
Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,
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PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PEMBERITAHUAN SKPIB TIDAK DITERBITKAN

Nomor (1) Diisi dengan nama kantor wilayah atasan unit
kantor yang menerbitkan surat.

Nomor (2) Diisi dengan nama, alamat, dan informasi kontak
unit kantor yang menerbitkan surat.

Nomor (3) Diisi dengan nomor surat.

Nomor (4) Diisi dengan tanggal surat.

Nomor (5) Diisi dengan nama Wajib Pajak pemohon pemberian
imbalan bunga.

Nomor (6) Diisi dengan NPWP pemohon pemberian imbalan
bunga.

Nomor (7) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak pemohon
pemberian imbalan bunga.

Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat permohonan pemberian
imbalan bunga yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Nomor (9) ] Diisi dengan tanggal surat permohonan pemberian
imbalan bunga yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Nomor (10) : Diisi dengan jenis pajak yang diajukan permohonan
pemberian imbalan bunga.

Nomor (11) ; Diisi dengan Masa Pajak/Tahun Pajak yang
diajukan permohonan pemberian imbalan bunga.

Nomor (12) : Diisi dengan jumlah imbalan bunga yang diajukan
permohonan.

Nomor (13) : Diisi dengan uraian penjelasan terkait tidak
diterbitkannya SKPIB.

Nomor (14) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala KPP.

") g Diisi salah satu yang sesuai.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

-SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b. —

Pit. Kepala Bagian I;stmﬁﬂr%tenan
2\
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LAMPIRAN XXII

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 /PMK.03/2021

TENTANG

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN,
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH, SERTA KETENTUAN UMUM DAN TATA
CARA PERPAJAKAN

CONTOH FORMAT NOTA PENGHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ..... (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK .....cccccenneen. (2)

NOTA PENGHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

[ ] Pasal 11 ayat (3) [ ] Pasal 17B ayat (3) [ | Pasal 17B ayat (4)
[ ] Pasal 27B ayat (1) [] Pasal 27B ayat (3)

IDENTITAS WAJIB PAJAK

Nama B R AN 3 A SN W AR R RS 5 BRI BN RN A RO (3)

Alamat S R RS RS Y R RS S SRR Y S S (4)

NPWP T —— (5)

NOP S — (6)

Alainat Objek POk §consiosmmiinsses s s s s oo s s555 64 o4 cansainsss (7)

PERMOHONAN WAJIB PAJAK

Nomor/Tanggal L pmmmmn e RS RS SAA S  a A s R  S e (8)

DASAR PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

1. Dasar Pemberian Imbalan Bunga B om0 AR AR S S (9)

2. Jenis Pajak R R P A R e e (10)

3. Masa/Tahun*) Pajak S R RS e (11)
. URAIAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

L. Tangeal SPT diteritna. comsmmsessimmummnsarnseses (12)

[ KB : Rp[$*).sucivec []LB : Rp/$%)cceeunenn [ ] Nihil (13)

2. Ketetapan, keputusan, atau putusan, yang terkait dengan pemberian
imbalan bunga:
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(14)
Tanggal Pembayaran
. Batas
) TFeris Surat Nomor Penerbitan Akhir Jumlah
Penerbitan (Rp/%) | Tel Rp/%
Surat
Ketetapan pajak yang telah diterbitkan atas SPT:
SKPKB
SKPKBT
SKPLB
SKPN
STP
Dasar pemberian imbalan bunga:
SKPKPP/SKPPIB
(terlambat terbit)
SKPKPP PBB
(terlambat terbit)
SKPLB

(terlambat terbit)

SK Keberatan

Putusan Banding

Putusan
Peninjauan
Kembali

SK Pembetulan

SK pengurangan
atau pembatalan
surat ketetapan
pajak

SK pengurangan
atau pembatalan
Surat Tagihan
Pajak

E. PENGHITUNGAN IMBALAN BUNGA

1. Persentase Imbalan Bunga : ......

2. Masa Imbalan Bunga : mulai tanggal ......... (16)
s.d. tanggal ............ (17)
sebanyak ......... bulan ......... hari (18),
dibulatkan menjadi ........... (19) bulan
3. Dasar Penghitungan Imbalan
Bunga d REBY sovusinusunains (20)
4. Imbalan Bunga yang dapat
diberikan R AL J— (D) % REI¥.ccunii (23)

................. (24)
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5. Nilai Imbalan Bunga dalam . $........ (25) x kurs: ............. (26)
Rupiah R (27)

DIHITUNG (28) DITELITI (29) DISETUJUI (30) DITETAPKAN (31)
Tanda tangan, Tanda tangan, Tanda tangan, Tanda tangan,
nama/NIP & nama/NIP & nama/NIP & nama/NIP &
Tanggal Tanggal Tanggal tanggal

/
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PETUNJUK PENGISIAN
NOTA PENGHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

Nomor (1) 2 Diisi dengan nama kantor wilayah atasan unit
kantor yang menerbitkan Nota Penghitungan.
Nomor (2) ; Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan

Nota Penghitungan.

Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak sesuai dengan
Master File.

Nomor (4) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak sesuai dengan
Master File.

Nomor (5) : Diisi dengan NPWP sesuai dengan Master File.

Nomor (6) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (diisi dalam hal

pemberian imbalan bunga PBB).

Nomor (7) : Diisi dengan alamat Objek Pajak (diisi dalam hal
pemberian imbalan bunga PBB).

Nomor (8) £ Diisi dengan nomor dan tanggal surat
permohonan Wajib Pajak.

Nomor (9) : Diisi dengan alasan yang mendasari pemberian
imbalan bunga sesuai dengan Undang-Undang

KUP, contoh: “keterlambatan penerbitan SKPLB”.

Nomor (10) : Diisi dengan jenis pajak yang diberikan imbalan
bunga.
Nomor (11) : Diisi dengan Masa Pajak (apabila ada), Tahun

Pajak yang diberikan imbalan bunga.

Nomor (12) : Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan
Tahunan atau Masa yang bersangkutan diterima
di KPP.

Nomor (13) : Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang
sesuai dan diisi jumlah Rupiah/Dolar Amerika
Serikat sesuai yang dinyatakan dalam Surat
Pemberitahuan (SPT).

Nomor (14) : Kolom *) diisi dengan tanda silang (X) pada
ketetapan, keputusan, atau putusan yang terkait

dengan pemberian imbalan bunga.
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Kolom “Nomor” diisi dengan nomor surat yang
bersangkutan.

Kolom “Tanggal Penerbitan Surat” diisi dengan
tanggal penerbitan surat yang bersangkutan.
Kolom “Tanggal Batas Akhir Penerbitan Surat”
diisi dengan tanggal batas akhir penerbitan surat
yang bersangkutan.

Kolom  “Jumlah” diisi dengan  jumlah
Rupiah/Dolar Amerika Serikat sesuai dengan
yang tercantum dalam surat.

Kolom “Pembayaran” diisi dengan tanggal dan
jumlah Rupiah/Dolar Amerika Serikat
pembayaran yang telah dilaksanakan oleh Wajib
Pajak.

Nomor (15) : Diisi dengan persentase imbalan bunga per bulan
yang sesuai, yaitu berdasarkan tarif bunga per
bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Nomor (16) : Diisi dengan tanggal mulai penghitungan imbalan
bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Nomor (17) : Diisi dengan tanggal akhir penghitungan imbalan
bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Nomor (18) : Diisi dengan jumlah bulan dan hari antara
tanggal mulai sampai dengan tanggal akhir
penghitungan imbalan bunga.

Nomor (19) g Diisi dengan jumlah bulan yang telah dibulatkan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Nomor (20) : Diisi dengan jumlah Rupiah/Dolar Amerika
Serikat yang menjadi dasar penghitungan

imbalan bunga.

Nomor (21) - Diisi sama dengan Nomor (15).
Nomor (22) : Diisi sama dengan Nomor (19).
Nomor (23) : Diisi sama dengan Nomor (20).
Nomor (24) : Diisi dengan hasil perkalian antara Nomor (21),

Nomor (22) dan Nomor (23).
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Nomor (25) - Diisi dengan jumlah Dolar Amerika Serikat pada
Nomor (24). Tidak perlu diisi dalam hal jumlah
pada Nomor (24) dalam mata uang Rupiah.

Nomor (26) : Diisi dengan nilai tukar atau kurs yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan
ketentuan dalam Pasal 92 Peraturan Menteri ini.

Nomor (27) : Diisi dengan hasil perkalian antara Nomor (25)
dan Nomor (26). Apabila jumlah pada Nomor (24)
dalam mata uang Rupiah, diisi sama dengan

jumlah pada Nomor (24) tersebut.

Nomor (28) : Kolom “DIHITUNG” diisi oleh petugas yang
melakukan penghitungan pemberian imbalan
bunga.

Nomor (29) : Kolom "DITELITI" diisi oleh Kepala Seksi atasan

petugas yang  melakukan penghitungan

pemberian imbalan bunga.

Nomor (30) | - Kolom "DISETUJUI" diisi oleh Kepala KPP yang
bersangkutan.
Nomor (31) : Kolom "DITETAPKAN" diisi oleh Kepala KPP yang
bersangkutan.
9 : Diisi salah satu yang sesuai.
Keterangan:

Beri tanda X pada [ | yang sesuai.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

Plt. Kepala Baglan ﬁd%@;l@ementcnan
. S

NIP
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LAMPIRAN XXIII

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 /PMK.03/2021

TENTANG

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN,
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH, SERTA KETENTUAN UMUM DAN TATA
CARA PERPAJAKAN

CONTOH FORMAT NOTA PENGHITUNGAN PERHITUNGAN PEMBERIAN
IMBALAN BUNGA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK .............. (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK ......cccevvnnnn. (2)

NOTA PENGHITUNGAN PERHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

[ ] Pasal 11 ayat (3) [ ] Pasal 17B ayat (3) [ ] Pasal 17B ayat (4)

[ | Pasal 27B ayat (1) | | Pasal 27B ayat (3)

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

WA =~ 000000 D s R SRS (3)
YV =T o' - | o O O UTOTPR (4)
BEWE b oo s i s s i i i (5)
NOP et 5 A A B (6)
Alamat Objek Pajak ..................................................................... (7)
Rekening S (8)
NEma TeREIHIR covmmmmmmmmsssssssssassss s 9)
Nomor reKening: ..........ceeuveueiniinnineincieeneennennes (10)
B. DASAR PEMBERIAN IMBALAN BUNGA (SKPIB)
Nomor s (11) tanggal ......coovnnns (12)
Nilai J © - - (13)
C. KOMPENSASI IMBALAN BUNGA KE UTANG PAJAK DAN/ATAU PAJAK YANG
AKAN TERUTANG: RpD...oveeeereereanns (14)
(Rincian terlampir)
D. IMBALAN BUNGA YANG DIBAYARKAN (B-C): RD «eevveeeveeeeireeennnnn. (15)

DISETUJUI (18)

DIHITUNG (16)

DITELITI (17)

DITETAPKAN (19)

Tanda tangan,
nama/NIP &
tanggal

nama/NIP &
tanggal

Tanda tangan,

Tanda tangan,
nama/NIP &
tanggal

Tanda tangan,
nama/NIP &
tanggal

£
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK........... (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK .....ccovviennenee. (2)
LAMPIRAN NOTA PENGHITUNGAN PERHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA
RINCIAN KOMPENSASI IMBALAN BUNGA KE UTANG PAJAK DAN/ATAU PAJAK YANG AKAN TERUTANG

Neiial WEE PRIAIEY .vumsmmunins s sssssgan sy (3)
NPWP: oo (4)
_____ o T i Utang Utang
| ‘ Pajak/ Pajak/
Nomor Nama |Alamat Masa/  Kode Kode pajak Pajak ;
No.| Surat [;Iggg Wajib | Wajib Rgﬁ:&; ngirx?; I;aal;ﬁ Tahun | Akun | Jenis | yang Kurs Yang Kom(%er;sam
Ketetapan Pajak | Pajak g g Pajak | Pajak | Setoran | akan akan b
terutang terutang
| ($) (Rp)
(5) ) (7) (8) 9) (10) (11) (12) | (13) | (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Lol 0] o -
2. ! —
dst. | '
Jumlah Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang R (20)
Total Kompensasi ke Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang || (21)
DIHITUNG (22) DITELITI (23) DISETUJUI (24) DITETAPKAN (25)
Tanda tangan, nama/ Tanda tangan, nama/ Tanda tangan, nama/ | Tanda tangan, nama/
NIP & tanggal NIP & tanggal NIP & tanggal NIP & tanggal
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PETUNJUK PENGISIAN

NOTA PENGHITUNGAN PERHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

Nomor (1)

Nomor (2)

Nomor (3)

Nomor (4)

Nomor (5)
Nomor (6)

Nomor (7)

Nomor (8)
Nomor (9)
Nomor (10)
Nomor (11)
Nomor (12)
Nomor (13)

Nomor (14)

Nomor (15)

Nomor (16)

Nomor (17)

Diisi dengan nama kantor wilayah atasan unit

kantor yang menerbitkan Nota Penghitungan.

Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan

Nota Penghitungan.

Diisi dengan nama Wajib Pajak sesuai dengan

Master File.

Diisi dengan alamat Wajib Pajak sesuai dengan

Master File.
Diisi dengan NPWP sesuai dengan Master File.

Diisi dengan Nomor Objek Pajak (diisi dalam hal

pemberian imbalan bunga PBB).

Diisi dengan alamat Objek Pajak (diisi dalam hal

pemberian imbalan bunga PBB).

Diisi dengan nama dan tempat kedudukan Bank.
Diisi dengan nama rekening bank Wajib Pajak.
Diisi dengan nomor rekening bank Wajib Pajak.
Diisi dengan nomor SKPIB.

Diisi dengan tanggal penerbitan SKPIB.

Diisi dengan jumlah Rupiah imbalan bunga yang
diberikan sesuai SKPIB.

Diisi dengan jumlah total kompensasi ke Utang
Pajak dan/atau pajak yang akan terutang.

Diisi dengan jumlah Nomor (13) dikurangi dengan
jumlah Nomor (14).

Kolom “DIHITUNG” diisi oleh petugas yang
melakukan penghitungan perhitungan pemberian
imbalan bunga.

Kolom “DITELITI” diisi oleh Kepala Seksi atasan
petugas yang melakukan penghitungan

perhitungan pemberian imbalan bunga.
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Nomor (18) : Kolom “DISETUJUI” diisi oleh Kepala KPP yang
bersangkutan.

Nomor (19) :  Kolom “DITETAPKAN” diisi oleh Kepala KPP yang
bersangkutan.
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PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN
NOTA PENGHITUNGAN PERHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA
RINCIAN KOMPENSASI IMBALAN BUNGA KE UTANG PAJAK DAN/ATAU
PAJAK YANG AKAN TERUTANG

Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor wilayah atasan unit
kantor yang menerbitkan Nota Penghitungan.
Nomor (2) : Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan

Nota Penghitungan.

Nomor (3) :  Diisi dengan nama Wajib Pajak sesuai dengan
Master File.

Nomor (4) : Diisi dengan NPWP sesuai dengan Master File.

Nomor (5) ] Diisi dengan nomor urut.

Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat ketetapan dari Utang

Pajak vyang dikompensasikan. Dalam hal
dikompensasikan ke pajak yang akan terutang,
Nomor (6) tidak perlu diisi.

Nomor (7) :  Diisi dengan NPWP/Nomor Objek Pajak yang
mendapatkan kompensasi.

Nomor (8) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang
mendapatkan kompensasi.

Nomor (9) :  Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang
mendapatkan kompensasi.

Nomor (10) :  Diisi dengan nomor rekening bank Wajib Pajak
yang mendapatkan kompensasi.

Nomor (11) : Diisi dengan nama rekening bank Wajib Pajak
yang mendapatkan kompensasi.

Nomor (12) :  Diisi dengan nama bank tempat rekening bank

Wajib Pajak yang mendapatkan kompensasi.

Nomor (13) :  Diisi dengan Masa/Tahun Pajak dari Utang Pajak
atau pajak yang akan terutang yang
dikompensasikan.

Nomor (14) ] Diisi dengan Kode Akun Pajak yang sesuai.

Nomor (15) . Diisi dengan Kode Jenis Setoran yang sesuai.
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Nomor (16) +  Diisi dengan jumlah Dolar Amerika Serikat Utang
Pajak atau pajak yang akan terutang yang
dikompensasikan. Tidak perlu diisi dalam hal
Utang Pajak atau pajak yang akan terutang
dalam mata uang Rupiah.

Nomor (17) : Diisi dengan nilai tukar atau kurs yang
ditetapkan Menteri Keuangan yang berlaku pada
tanggal penerbitan SKPPIB sesuai Peraturan
Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata
cara pembayaran dan penyetoran pajak.

Nomor (18) :  Diisi dengan jumlah Rupiah Utang Pajak atau
pajak yang akan terutang yang dikompensasikan.

Nomor (19) : Diisi dengan jumlah Rupiah kompensasi ke
Utang Pajak atau pajak yang akan terutang.

Nomor (20) :  Diisi dengan jumlah total Utang Pajak dan/atau
pajak yang akan terutang pada Kolom (18).

Nomor (21) :  Diisi dengan jumlah total kompensasi ke Utang
Pajak dan/atau pajak yang akan terutang pada
Kolom (19).

Nomor (22) :  Kolom “DIHITUNG” diisi oleh petugas yang
melakukan penghitungan perhitungan
pemberian imbalan bunga. .

Nomor (23) :  Kolom “DITELITI” diisi oleh Kepala Seksi atasan
petugas yang  melakukan penghitungan

perhitungan pemberian imbalan bunga.

Nomor (24) J Kolom “DISETUJUI” diisi oleh Kepala KPP yang
bersangkutan.

Nomor (25) : Kolom “DITETAPKAN” diisi oleh Kepala KPP yang
bersangkutan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

' SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

Plt. Kepala Baglan ﬁdm; 13&‘&5%%91’1&1"1&:1

NIP
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LAMPIRAN XXIV

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 /PMK.03/2021

TENTANG

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN,
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH, SERTA KETENTUAN UMUM DAN TATA
CARA PERPAJAKAN

CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PERHITUNGAN PEMBERIAN

Menimbang

IMBALAN BUNGA (SKPPIB)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR ...vvvvvierereeerannn. (1)
TENTANG
PERHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA
REPADA sosiimnnssmiin (2)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

a. bahwa berdasarkan surat permohonan .................... (3)
NOMOL  tvvvvirnerernennennnns [4) tanggal .....coooceeesssmmnn (5)

mengenai pemberian imbalan bunga;

b. bahwa imbalan bunga yang akan diberikan telah

ditatausahakan melalui SKPIB ................. (6) nomor
............... (7) tanggal .............(8) Masa/Tahun Pajak?)
............... (9) sebesar Rp.....cccvvveves (covneeninnnnnn....)(10);

c. bahwa atas pemberian imbalan bunga tersebut
diperhitungkan dengan Utang Pajak dan/atau pajak
yang akan terutang sebesar | 250 JURURURURI
ssennunanssssi )(11) sebagaimana tercantum dalam Nota
Penghitungan Perhitungan Pemberian Imbalan Bunga
sehingga sisa imbalan bunga yang diberikan kepada
Wajib Pajak sebesar Rp.............. (coeeeeanannns )(12);

d. bahwa berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang

£
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Perhitungan Pemberian Imbalan Bunga kepada

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5268) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun 2021
tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung
Kemudahan Berusaha (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor ..., Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor ...);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.03/2021
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan,
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan;

/
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan ' KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG
PERHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA KEPADA
................................ (14)

PERTAMA : Kepada:
Neagria Waib Pajale | isvvssissmorssisaverivsvenvisies (15)
Alamat A SR (16)
NPWP E R R A G R (17)
NOP s e e (18)
Alamat Obiek PAIAK ! iusuanssssisissississssassssssasssnis (19)
diberikan imbalan bunga ................... (20) untuk Masa
Pagak/Takam:  Pajak?).casassseas (21) sebesar
| 340 SRR | PO PPPR P S )(22).

KEDUA - Pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam
diktum PERTAMA dikompensasikan sebesar Rp..............
(P )(23) untuk dibayarkan ke sejumlah Utang

Pajak dan/atau pajak yang akan terutang.

KETIGA : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam diktum
KEDUA, dibayarkan ke Utang Pajak dan/atau pajak yang
akan terutang melalui Potongan SPMIB sejumlah
| 14 o O (cenermrneeenrnnenns )(24) dengan rincian

sebagaimana terlampir.

KEEMPAT : Pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam

diktum PERTAMA:

diperhitungkan seluruhnya dengan Utang Pajak

dan/atau pajak yang akan terutang serta tidak

terdapat sisa imbalan bunga.

diperhitungkan dengan Utang Pajak dan/atau pajak

yang akan terutang serta masih tersisa sebesar

BDcssssssimmosivmeintinnns bosicausonmapuavasisisis )(25) untuk
dipindahbukukan oleh Bank .............cc.coee. (26)
Bl (27) ke rekening Wajib Pajak dengan
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TR TEKENIMEY coccssavimmmmsais (28) dan nomor rekening
...................... (29) pada Bank ....................(30) di
...................... (31)

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan,
terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini

dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini

disampaikan kepada:

Y cosnTTTE (32)
R (33)
Ditetapkan di cuciviseimivivens (34)
pada tanggal ..camassersssssssssee (39)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK...... (36),
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK........... (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK ....occvvvveeennn. (2)
LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA
Nomor: .....ccceuuenee (3) Tanggal: ................ (4)
RINCIAN KOMPENSASI UTANG PAJAK DAN/ATAU PAJAK YANG AKAN TERUTANG
Nama Wajib Pajak: ......ccocvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiceeen (5)
BPWES somssucsins sosimisnsso o (6)
Utang Pajak/
Nomar NPWP/ Nar}'}a Alar?at Nomor Nama Nama Masa/ | Kode Kod_e pajak yang Kompensasi
No. Surat NOP Wajib | Wajib Delrerive | Rileesin Bk Tahun | Akun | Jenis akan R '
Ketetapan Pajak | Pajak g g Pajak | Pajak | Setoran terutang p) X
(Rp) T
(7) ® | (10) (11) (12) (13) (14) (15 | (16) (17) (18) (19)
1
2. |
| dst. |
Total kompensasi ke Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang ... (20)
a.n DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK............... (21)
......................................................................... (22)
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KEPUTUSAN PERHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA (SKPPIB)

Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat keputusan.
Nomor (2) dan (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Nomor (4) dan (5) y Diisi dengan nomor dan tanggal surat

permohonan Wajib Pajak.

Nomor (6) :  Diisi dengan jenis pajak.

Nomor (7) - Diisi dengan nomor SKPIB.

Nomor (8) : Diisi dengan tanggal SKPIB.

Nomor (9) : Diisi dengan Masa Pajak/Tahun Pajak.

Nomor (10) : Diisi dengan jumlah Rupiah imbalan bunga yang

akan diberikan kepada Wajib Pajak sesuai SKPIB

(dalam angka dan huruf).

Nomor (11) - Diisi dengan jumlah Rupiah kompensasi Utang
Pajak dan/atau pajak yang akan terutang (dalam
angka dan huruf). Apabila tidak ada kompensasi
Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang,
maka diisi 'NIHIL'.

Nomor (12) : Diisi dengan jumlah Rupiah imbalan bunga yang
tersisa, yaitu sebesar imbalan bunga yang
diberikan ke Wajib Pajak setelah dilakukan
perhitungan dengan Utang Pajak dan/atau
pajak yang akan terutang (dalam angka dan
huruf). Apabila tidak ada sisa imbalan bunga,
maka diisi 'NIHIL'.

Nomor (13), (14), dan (195) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Nomor (16) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Nomor (17) : Diisi dengan NPWP.

Nomor (18) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (diisi dalam hal

pemberian imbalan bunga PBB).

Nomor (19) : Diisi dengan alamat Objek Pajak (diisi dalam hal

pemberian imbalan bunga PBB.
Nomor (20) : Diisi dengan jenis pajak.

Nomor (21) : Diisi dengan Masa Pajak/Tahun Pajak.
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Nomor (22)

Nomor (23)

Nomor (24)

Nomor (25)
Nomor (26) dan (27)

Nomor (28) dan (29)

Nomor (30) dan (31)

Nomor (32)
Nomor (33)
Nomor (34)

Nomor (35)

Nomor (36)

Nomor (37)

%)

Keterangan:

- 290 -

Diisi dengan jumlah Rupiah imbalan bunga yang
akan diberikan kepada Wajib Pajak sesuai SKPIB

(dalam angka dan huruf).
Diisi sesuai dengan jumlah pada Nomor (11).

Diisi dengan jumlah Rupiah kompensasi Utang
Pajak dan/atau pajak yang akan terutang yang
dibayarkan melalui Potongan SPMIB (dengan

angka dan huruf).

Diisi sesuai dengan jumlah pada Nomor (12).
Diisi dengan nama Bank Pembayar dan tempat
kedudukannya.

Diisi dengan nama dan nomor rekening yang
dimiliki oleh Wajib Pajak di Bank Penerima yang
ditunjuk Wajib Pajak untuk dicairkan SPMIB,
bukan dimiliki oleh Wajib Pajak lain.

Diisi dengan nama Bank Penerima tujuan
pemindahbukuan yang dimiliki Wajib Pajak dan
tempat kedudukan Bank.

Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Diisi dengan KPPN yang terkait.

Diisi dengan nama kota tempat diterbitkannya
surat keputusan.

Diisi dengan tanggal surat keputusan
diterbitkan.

Diisi dengan nama unit kantor yang

menerbitkan surat keputusan.

Diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala
KPP.

Diisi salah satu yang sesuai.

o |:| Beri tanda X pada yang sesuai.

e Surat keputusan tersebut dibuat/dicetak dalam 3 (tiga) rangkap, yang

peruntukannya sebagai berikut:

- untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;

- untuk KPPN,

selaku wunit kantor perbendaharaan yang akan

membayarkan imbalan bunga; dan

- untuk arsip KPP.
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PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN PERHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA (SKPPIB)
RINCIAN KOMPENSASI UTANG PAJAK DAN/ATAU
PAJAK YANG AKAN TERUTANG

Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor wilayah atasan unit

kantor yang menerbitkan SKPPIB.

Nomor (2) : Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan
SKPPIB.

Nomor (3) : Diisi dengan nomor SKPPIB yang diterbitkan.

Nomor (4) 2 Diisi dengan tanggal penerbitan SKPPIB.

Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak penerima SKPPIB.

Nomor (6) 3 Diisi dengan NPWP penerima SKPPIB.

Nomor (7) : Diisi dengan nomor urut.

Nomor (8) 3 Diisi dengan nomor surat ketetapan dari Utang

Pajak yang dikompensasikan. Dalam hal
dikompensasikan ke pajak yang akan terutang,
Nomor (8) tidak perlu diisi.

Nomor (9) : Diisi dengan NPWP/Nomor Objek Pajak yang
mendapatkan kompensasi.

Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang
mendapatkan kompensasi.

Nomor (11) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang
mendapatkan kompensasi.

Nomor (12) ; Diisi dengan nomor rekening bank Wajib Pajak
yang mendapatkan kompensasi.

Nomor (13) : Diisi dengan nama rekening bank Wajib Pajak
yang mendapatkan kompensasi.

Nomor (14) : Diisi dengan nama bank tempat rekening Wajib

Pajak yang mendapatkan kompensasi.

Nomor (15) : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak dari Utang Pajak
atau pajak yang akan terutang yang
dikompensasikan.

Nomor (16) - Diisi dengan Kode Akun Pajak yang sesuai.

Nomor (17) x Diisi dengan Kode Jenis Setoran yang sesuai.

Nomor (18) : Diisi dengan jumlah Rupiah Utang Pajak atau

pajak yang akan terutang.

Nomor (19) : Diisi dengan jumlah Rupiah kompensasi ke Utang
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. Pajak atau pajak yang akan terutang.
Nomor (20) . Diisi dengan jumlah total kompensasi ke Utang
Pajak dan/atau pajak yang akan terutang pada
kolom Nomor (19).

Nomor (21) : Diisi dengan nama KPP yang menerbitkan
SKPPIB.
Nomor (22) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala KPP

yang menerbitkan SKPPIB.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

Plt. Kepala Bag1a.t1 ﬁdmlmstram Kementerian
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LAMPIRAN XXV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 /PMK.03/2021

TENTANG

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN,
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH, SERTA KETENTUAN UMUM DAN TATA
CARA PERPAJAKAN

CONTOH FORMAT SURAT PERINTAH MEMBAYAR IMBALAN BUNGA (SPMIB)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK........ccccueee. (1)
SURAT PERINTAH MEMBAYAR IMBALAN BUNGA (SPMIB)
Nomor ........cccue.... (2) Tanggal ............... (3)

Berdasarkan SKPPIB Nomor: .........cccooiviiiininnnns (4)
KEPADA : Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN ............ HERE
Agar membayar/memindahbukukan Imbalan Bunga ...........ccccocivieniennnn. (6)
Pada Akun : | 1 T | 1 | |7 oo (8)
BA. Eselon, Satleer = | [ | | | 1Ll | | | | | | sewasnorsmunnmsns (9)
Fungsi, Subfungsi, Program: 00.00.00 (10)
Kode Kegiatan dan Output : 0000.000 (11)
Kelompok Akun S R e e (12)
Jenis Kewenangan : KD (13)
Cara Bayar : (02) Giro Bank (14)
Tahun Anggaran U ——— (15)
Sebesar 1 B s e (16)

(et et e e eas )(17)
atas nama
Wajib Pajak SO — (18)
Alamat B S (19)
NPWP D (20)
NOP : D (21)
Kabupaten /Kota T (22)
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dengan memperhitungkan kompensasi Utang Pajak dan/atau pajak yang
akan terutang melalui potongan SPMIB
sejumlah | B s A N ——— ) (23)

dengan rincian sebagaimana terlampir, *)

sehingga dibayarkan sebesar : Rp .......ccocvvevvninnnn. PO e R s ) (24)
untuk diberikan/dibayarkan kepada Wajib Pajak sejumlah Rp................
Govnnsnnasss )(25) melalui rekening Wajib Pajak dimaksud pada: *)

Bank S B R N Y AR RN RN R R R AR R AR RSB N AR R S (26)
VAR PEREIAIE | diiosneisiossiissais ssiie i s i er L e AhA L 8 58 808 K IR AR AR g ey s (27)
THCETTOT CORCTRIRIRE 5 i ciuismcommm b ks A G R A A AR A B RS SR A SN S B SR BT AR RS (28)

atas beban Rekening Bendahara Umum Negara pada Bank Operasional I

Pusat.

............................... (31) a.n Menteri Keuangan
Kepala Kantor Pelayanan Pajak......

AR

418 882 687 7-1 (B2) e (30)

Keterangan:

*) dalam hal Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang NIHIL,
Lampiran SPMIB (rincian kompensasi Utang Pajak dan/atau pajak yang
akan terutang) tidak dilampirkan/dicetak
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR IMBALAN BUNGA (SPMIB)

Nomor

(2)

Tanggal

RINCIAN KOMPENSASI UTANG PAJAK DAN/ATAU PAJAK YANG AKAN TERUTANG MELALUI POTONGAN SPMIB

Nama Wajib Pajak : .....oeveeiiiiieiiiiieieeeieeeeeaenns 4)
NPWP R Y (5)
Nomor Nama Alamat Masa/ Kode Kode ; ;
No.| Surat Nigg /| Wajib Wajib RE;E?; Rfkfrrlllan I;zlr‘lllj Tahun | Akun Jenis Kag‘}‘%& iy K"m(%er)lsam N
Ketetapan Pajak Pajak & g Pajak Pajak Setoran ’ P ai
(6) (7) (8) &) (10) (11) (12) (13) | (14) (15) (16) (17) (18)
1.
2. !
dst.
TRUTEREL 08 w0 N R B B A A A S BN S SRR 64 Y e— (19)
.................... gl (20)
................................ (22) a.n Menteri Keuangan

[y

418 882 687 7-1 (23)

Kepala Kantor Pelayanan Pajak......
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR IMBALAN BUNGA (SPMIB)

Nomor (1) ! Diisi dengan nama unit kantor yang

menerbitkan SPMIB.

Nomor (2) 3 Diisi dengan nomor SPMIB yang diterbitkan.
Nomor (3) 3 Diisi dengan tanggal penerbitan SPMIB.

Nomor (4) : Diisi dengan nomor SKPPIB yang diterbitkan.
Nomor (5) : Diisi dengan wuraian nama KPPN tempat

pencairan dana diikuti dengan kode KPPN,
misalnya : Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara Jakarta I (018).

Nomor (6) : Diisi dengan dasar hukum pemberian imbalan
bunga, yaitu Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3),
Pasal 17B ayat (4), Pasal 27B ayat (1), atau
Pasal 27B ayat (3) Undang-Undang KUP.

Nomor (7) : Diisi dengan 6 (enam) digit Akun Pendapatan
Pajak sesuai dengan jenis Pendapatan Pajak
yang menyebabkan pemberian imbalan bunga.

Nomor (8) ' Diisi dengan uraian Akun Pendapatan Pajak
sesuai dengan kode Akun Pendapatan Pajak
yang menyebabkan pemberian imbalan bunga.
Misalnya: 411121 uraiannya diisi: Pendapatan
PPh Pasal 21.

Nomor (9) 4 Diisi dengan 2 (dua) digit Kode Bagian Anggaran,
2 (dua) digit Kode Eselon 1 dan 6 (enam) digit
Kode Satuan Kerja (KPP yang bersangkutan):
Sebagai contoh: KPP Pratama Jakarta Gambir
dengan kode kantor 123456 maka kolom yang
bersangkutan akan terisi menjadi :
1504123456
diikuti dengan uraian KPP yang bersangkutan
(misalnya: KPP Pratama Jakarta Gambir).

Nomor (10) : Diisi dengan kode fungsi, subfungsi, dan
program sebagai berikut: 00.00.00.

Nomor (11) : Diisi dengan kode kegiatan dan output sebagai
berikut: 0000.000.
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Nomor (13)

Nomor (14)

Nomor (15)

Nomor (16)

Nomor (17)

Nomor (18)
Nomor (19)

Nomor (20)

Nomor (21)

Nomor (22)

Nomor (23)

Nomor (24)

Nomor (25)
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Diisi dengan 4 (empat) digit kode Kelompok
Akun. Misalnya: 4111 untuk Kelompok Akun
Pajak Penghasilan.

Diisi dengan kode jenis kewenangan sebagai
berikut: KD.

Diisi dengan kode cara pembayaran dan
uraiannya sebagai berikut: (02) Giro Bank.

Diisi dengan tahun anggaran SPMIB yang
diterbitkan.

Diisi dengan jumlah Rupiah (dengan angka)
pemberian imbalan bunga sejumlah SKPIB.
Diisi dengan jumlah Rupiah (dengan huruf)
pemberian imbalan bunga sejumlah SKPIB.
Diisi dengan nama Wajib Pajak penerima SPMIB.
Diisi dengan alamat Wajib Pajak penerima
SPMIB.

Diisi dengan NPWP Wajib Pajak penerima
SPMIB.

Diisi dengan Nomor Objek Pajak dalam hal
pemberian imbalan bunga PBB.

Diisi dengan lokasi Kabupaten/Kota tempat
objek PBB berada.

Diisi dengan jumlah Rupiah (dengan angka dan
huruf) Utang Pajak dan/atau pajak yang akan
terutang yang dikompensasikan melalui melalui
potongan SPMIB.

Dalam hal Utang Pajak dan/atau pajak yang
akan terutang NIHIL, lampiran rincian
kompensasi Utang Pajak dan/atau pajak yang
akan terutang melalui potongan SPMIB tidak
perlu dicetak.

Diisi dengan hasil dari jumlah Rupiah pada
Nomor (17) dikurangkan dengan jumlah Rupiah
pada Nomor (23) (dengan angka dan huruf).
Diisi dengan jumlah Rupiah (dengan angka dan
huruf) imbalan bunga yang
diberikan/dibayarkan kepada Wajib Pajak atau
diisi dengan jumlah Rupiah pada Nomor (24).
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Nomor (26) : Diisi dengan Bank Penerima yang ditunjuk oleh
Wajib Pajak untuk dicairkannya SPMIB.

Nomor (27) ] Diisi dengan nama rekening Wajib Pajak pada
Bank Penerima untuk dicairkannya SPMIB
sesuai dengan nama Wajib Pajak yang tertera
pada buku rekening di Bank Penerima tempat
dicairkannya SPMIB.

Nomor (28) : Diisi dengan nomor rekening Wajib Pajak pada

Bank Penerima untuk dicairkannya SPMIB.

Nomor (29) : Diisi dengan tempat dan tanggal SPMIB
diterbitkan.
Nomor (30) : Diisi dengan nama kantor, nama, NIP, dan tanda

tangan Kepala KPP.

Nomor (31) : Diisi dengan tanggal dan nomor SP2D yang
diterbitkan.
Nomor (32) : Diisi barcode hasil enkripsi aplikasi SPM.

www.jdih.kemenkeu.go./i‘d



- 259 -

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR IMBALAN BUNGA (SPMIB)
RINCIAN KOMPENSASI UTANG PAJAK DAN/ATAU
PAJAK YANG AKAN TERUTANG MELALUI POTONGAN SPMIB

Nomor (1) : Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan
SPMIB.

Nomor (2) : Diisi dengan nomor SPMIB yang diterbitkan.

Nomor (3) : Diisi dengan tanggal penerbitan SPMIB.

Nomor (4) $ Diisi dengan nama Wajib Pajak penerima SPMIB.

Nomor (5) : Diisi dengan NPWP penerima SPMIB.

Nomor (6) : Diisi dengan nomor urut.

Nomor (7) : Diisi dengan nomor surat ketetapan dari Utang

Pajak yang dikompensasikan. Dalam hal
dikompensasikan ke pajak yang akan terutang,
Nomor (7) tidak perlu diisi.

Nomor (8) : Diisi dengan NPWP/Nomor Objek Pajak dari
Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang
yang dikompensasikan.

Nomor (9) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang
mendapatkan kompensasi Utang Pajak dan/atau
pajak yang akan terutang.

Nomor (10) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang
mendapatkan kompensasi Utang Pajak dan/atau
pajak yang akan terutang.

Nomor (11) : Diisi dengan nomor rekening bank Wajib Pajak
yang mendapatkan kompensasi Utang Pajak
dan/atau pajak yang akan terutang.

Nomor (12) - Diisi dengan nama rekening bank Wajib Pajak
yang mendapatkan kompensasi Utang Pajak
dan/atau pajak yang akan terutang.

Nomor (13) : Diisi dengan nama bank tempat rekening Wajib
Pajak yang mendapatkan kompensasi Utang
Pajak dan/atau pajak yang akan terutang berada.

Nomor (14) : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak dari Utang Pajak
dan/atau pajak yang akan terutang yang
dikompensasikan.

Nomor (15) : Diisi dengan Kode Akun Pajak yang sesuai.
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Nomor (16) -  Diisi dengan Kode Jenis Setoran yang sesuai.

Nomor (17) : Diisi dengan kode Kabupaten/Kota lokasi KPPN
tempat pencairan dana SPMIB.

Nomor (18) 2 Diisi dengan jumlah Rupiah kompensasi ke Utang
Pajak dan/atau pajak yang akan terutang melalui
potongan SPMIB.

Nomor (19) : Diisi dengan total kumulatif dari jumlah pada
kolom Nomor (18) (dengan angka dan huruf).

Nomor (20) : Diisi dengan tempat dan tanggal SPMIB
diterbitkan.

Nomor (21) : Diisi dengan nama kantor, nama, NIP, dan tanda

tangan Kepala KPP yang bersangkutan.

Nomor (22) : Diisi dengan tanggal dan nomor SP2D yang
diterbitkan.
Nomor (23) : Diisi barcode hasil enkripsi aplikasi SPM.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
Plt. Kepala Bagian ﬁqmﬁﬁ;‘sﬁ‘aﬁiﬁﬁéﬂgmcrian

"]/ e ANAN
- ' M \

NIP 0213:19
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LAMPIRAN XXVI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 /PMK.03/2021

TENTANG

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN,
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH, SERTA KETENTUAN UMUM DAN TATA
CARA PERPAJAKAN

CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN
PAJAK

Nomor SO —— Gl s RO S———— (2)
P T T e (3)
Hal : Permohonan Pengangsuran Pembayaran Pajak

Yth. Direktur Jenderal Pajak
Ww.b. Kepala EPP ......coo0ce0annssenans

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama S S — (5)
NPWP o — (6)
Jabatan RS MRS A WA AR (7)
Alamat - JE S PP S (8)
Nomor TEIePON ¢ winmiisticaiussiisiniisis (9)

Bertindak selaku : [ | Wajib Pajak
[ ] wakil [ ] Kuasa
dari Wajib Pajak

7 s s 2 S (10)

NPWP oo (11)

NOP oo, (12)

ALnat: cosmsssmsommmmnsssonsamssicensss (13)
menyatakan masih mempunyai Utang Pajak berdasarkan:
[ ] sTP [ ] SK Pembetulan [ ] Putusan Peninjauan Kembali
[ ] SKPKB [ ] SK Keberatan [ ] SPPT/SKP PBB/STP PBB¥)

[ ] SKPKBT [ ] Putusan Banding [ | SPT Tahunan PPh

sebagai berikut:

Jumlah
Joris | Masa/Taben Nomor Ketetapan/ Pajgli( yang Tangg;ll
Pajak Pajak Keputusan/ Mas¥ Harus Jatu
Putusan Dibayar Tempo
(Rp)

(14) (15) (16) (17) (18)
Terhadap Utang Pajak tersebut, saya mengajukan permohonan
pengangsuran pembayaran pajak sebesar Rp............... (19) selama
.............. (20) bulan dengan pembayaran angsuran per bulan sebesar
Riborowmimvizas (21), karena mengalami kesulitan likuiditas/keadaan di luar
kekuasaan Wajib Pajak (force majeur) *) dengan bukti berupa ....... (22).

Sebagai kelengkapan syarat permohonan, berikut disertakan jaminan aset
berwujud berupa ....... (23).
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Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil /Kuasa*)

Keterangan:

1. Beritanda[X | pada yang sesuai

2. Dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh kuasa harus dilampiri
surat kuasa khusus.

*) coret/hapus yang tidak sesuai
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK

Nomor (1) : Diisi sesuai dengan penomoran surat Wajib
Pajak, jika ada.

Nomor (2) : Diisi dengan nama kota dan tanggal surat
permohonan ditandatangani.

Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan
dalam surat permohonan Wajib Pajak.

Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan
Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau
tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.

Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa
yang menandatangani surat permohonan
pengangsuran pembayaran pajak.

Pengertian wakil adalah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP.

Nomor (6) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/wakil/kuasa
yang menandatangani surat permohonan
pengangsuran pembayaran pajak.

Nomor (7) } Diisi dengan jabatan wakil/kuasa yang
menandatangani surat permohonan
pengangsuran pembayaran pajak.

Dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib
Pajak orang pribadi, Nomor (7) tidak perlu diisi.

Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/wakil/kuasa
yang menandatangani surat permohonan
pengangsuran pembayaran pajak.

Nomor (9) : Diisi dengan nomor telepon Wajib
Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat
permohonan pengangsuran pembayaran pajak.

Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak dalam hal yang
menandatangani surat permohonan
pengangsuran pembayaran pajak adalah wakil
atau kuasa dari Wajib Pajak.

Nomor (11) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak, dalam hal yang

menandatangani surat permohonan
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Nomor (13)

Nomor (14)

Nomor (15)

Nomor (16)

Nomor (17)

Nomor (18)

Nomor (19)

Nomor (20)

Nomor (21)

Nomor (22)
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pengangsuran pembayaran pajak adalah wakil
atau kuasa dari Wajib Pajak.

Diisi dengan Nomor Objek Pajak Wajib Pajak yang
mengajukan permohonan pengangsuran
pembayaran pajak.

Diisi dengan alamat Wajib Pajak apabila yang
menandatangani surat permohonan
pengangsuran pembayaran pajak adalah wakil
atau kuasa dari Wajib Pajak.

Diisi dengan jenis pajak yang akan dilakukan
pengangsuran (contoh: Pajak Penghasilan Badan,
Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan
Pasal 21).

Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak yang
akan dilakukan pengangsuran.

Diisi dengan Nomor Ketetapan/Keputusan/
Putusan yang diajukan permohonan
pengangsuran pembayaran pajak atau diisi
dengan "PPh Pasal 29" dalam hal permohonan
pengangsuran pembayaran pajak diajukan atas
SPT Tahunan PPh.

Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus
dibayar berdasarkan Ketetapan/Keputusan/
Putusan.

Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran
Ketetapan/Keputusan/Putusan yang diajukan
permohonan pengangsuran pembayaran pajak.
Diisi dengan jumlah pajak yang dimohon untuk
diperpanjang jangka waktu pelunasannya dan
dilakukan pengangsuran.

Diisi dengan jangka waktu yang dimohon untuk
diperpanjang jangka waktu pelunasannya.

Diisi dengan jumlah angsuran per bulan yang
dimohonkan oleh Wajib Pajak.

Diisi dengan bukti kesulitan likuiditas atau
keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak antara

lain berupa laporan keuangan interim, laporan
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